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ABSTRAK 

Abstrak penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbuatan Jerenix 

yang melakukan penghinaan serta ujaran kebencian terhadap IDI melalui media 

sosial. Bahwa perkara Jerenix merupakan bentuk penjeratan hukum terhadap 

kebebasan berpendapat. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE mengacu pada 

norma Pasal 310 dan 311 KUHP. Bahwa Pasal 310 ayat (3) tidak masuk 

penghinaan apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau 

terpaksa untuk membela diri. Bahwa yang dilakukan Jerenix merupakan bagian 

dari kebebasan berpendapat.  Dari permasalahan tersebut terdapat beberapa pokok 

permasalahan: 1) Apakah tindakan hukum dalam perkara Jerenix merupakan 

bentuk penjeratan hukum kebebasan berpendapat melalui media sosial?. Adapun 

jenis penelitian yaitu yuridis normatif, sedangkan pendekatan yaitu Pendekatan 

perundang-undangan dan Pendekatan konseptual. Sehingga sumber hukum primer 

diperoleh dari literature perundang-undangan. Adapun yang termasuk dalam 

bahan hukum sekunder berupa publikasi bahan-bahan hukum yaitu media cetak 

atau buku maupun jurnal yang bersifat kepustakaan. Hasil kesimpulan, bahwa 

Tindakan hukum perkara Jerenix merupakan bentuk penjeratan hukum, bahwa 

yang dilakukan Jerenix untuk kepentingan umum sehingga dapat dikecualikan 

dari pencemaran nama baik, namun dalam melaksanakan kebebasan berpendapat 

juga ada batasan.  
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ABSTRACT  

Abstract This research was motivated by the actions of Jerenix who 

insulted and uttered hate speech against IDI through social media. That the Jerenix 

case is a form of legal entanglement against freedom of expression. Article 27 

paragraph (3) of the ITE Law refers to the norms of Articles 310 and 311 of the 

Criminal Code. Whereas Article 310 paragraph (3) does not include insults if the 

accusation is made to defend the public interest or is forced to defend oneself. 

That what Jerenix does is part of freedom of expression. From these problems, 

there are several main issues: 1) Is the legal action in the Jerenix case a form of 

legal entanglement of freedom of expression through social media?. The type of 

research is normative juridical, while the approach is the statutory approach and 

conceptual approach. So that the primary legal source is obtained from the 

statutory literature. As for what is included in secondary legal materials in the 

form of publication of legal materials, namely print media or books or journals 

that are library in nature. The conclusion is that The legal action of the Jerenix 

case is a form of legal entanglement, that what Jerenix is doing is for the public 

interest so that it can be excluded from defamation, but in exercising freedom of 

opinion there are also limitations.  
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